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Abstract 

 
This study aims to analyze the dynamics of customary land conflicts in Nagari Koto Baru, Solok Regency, and 

evaluate the resolution mechanisms within customary and formal legal frameworks. The research method used 

is descriptive qualitative, which examines the root causes of land disputes in the region in depth. The results 

of the research and discussions indicate that the disputes are triggered by uncertain territorial boundaries, 

non-transparent governance, and weak legal protection. Dispute resolution is carried out through a non-

litigation approach that prioritizes deliberation and consensus through the role of the Nagari Customary 

Council (KAN). Although this method is very much in line with the social values of the Minangkabau people, 

the lack of legal recognition from the state means that conflict resolution often does not achieve a permanent 

or comprehensive solution. The conclusions and impacts of this study emphasize the need to strengthen the 

role of customary institutions integrated with stronger formal legal protection. Consequently, clear legal 

certainty will protect the rights of indigenous communities, minimize the potential for prolonged agrarian 

conflict, and maintain social and economic stability in Nagari Koto Baru.  
Keywords: Customary Land, KAN Authority, Dispute Resolution, Minangkabau, Customary Law Community 

 

Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik tanah ulayat di Nagari Koto Baru, Kabupaten 

Solok, serta mengevaluasi mekanisme penyelesaiannya dalam kerangka hukum adat dan formal. Metode 

penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang membedah akar permasalahan sengketa tanah di 

wilayah tersebut secara mendalam. Hasil penelitian dan diskusi menunjukkan bahwa sengketa dipicu oleh 

ketidakpastian batas wilayah, tata kelola yang tidak transparan, serta lemahnya perlindungan hukum. 

Penyelesaian sengketa dilakukan melalui pendekatan non-litigasi yang mengedepankan musyawarah mufakat 

melalui peran Kerapatan Adat Nagari (KAN). Walaupun metode ini sangat sesuai dengan nilai sosial 

masyarakat Minangkabau, kurangnya pengakuan hukum dari negara menyebabkan resolusi konflik sering kali 

tidak mencapai solusi yang permanen atau menyeluruh. Kesimpulan dan dampak penelitian ini menegaskan 

perlunya penguatan peran lembaga adat yang diintegrasikan dengan perlindungan hukum formal yang lebih 

kuat. Dampaknya, kepastian hukum yang jelas akan melindungi hak-hak masyarakat adat, meminimalisir 

potensi konflik agraria yang berkepanjangan, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di Nagari Koto Baru  
Keywords: Tanah Ulayat, Kewenangan KAN, Penyelesaian Sengketa, Minangkabau, Masyarakat Hukum Adat 
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1. Pendahuluan  

Tanah memiliki peranan yang sangat 

krusial dalam kehidupan manusia. Ini terjadi 

karena hampir semua aspek kehidupan, 

terutama bagi masyarakat Indonesia, sangat 

bergantung pada keberadaan tanah yang 

sebenarnya tidak dapat dilihat hanya dari sudut 

pandang ekonomi, tetapi juga mencakup 

seluruh dimensi kehidupan dan cara 

penghidupannya. Sebagai elemen vital, 

keberadaan lahan dalam kehidupan memiliki 

makna yang dalam sekaligus menjalankan dua 

peran, yakni sebagai aset sosial dan aset modal. 

Dalam konteks aset sosial, lahan berfungsi 

sebagai pengikat kesatuan di antara 

masyarakat Indonesia dalam interaksi sosial. 

Di sisi lain, sebagai aset modal, lahan berperan 

sebagai sumber daya untuk pembangunan, 

yang harus dimanfaatkan secara optimal demi 

kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, 

serta perlu dilestarikan untuk generasi 

mendatang. Salah satu isu yang muncul di 

dalam komunitas adalah yang berhubungan 

dengan lahan. Lahan memiliki makna dan 

fungsi yang sangat krusial bagi kehdupan 

manusia, sebab setiap individu memerlukan 

lahan sepanjang hayat hingga ajal menjemput, 

mengingat struktur kehidupan dan sistem 

ekonomi yang mayoritas masih berorientasi 

pada sektor agraris. 

      Tanah dimiliki oleh suatu komunitas 

yang dalam istilah lokal, dikenal dengan 

sebutan “tanah pusako”. Pemimpin komunitas 

yang disebut “datuak’ mengalokasikan 

tanahnya kepada anggota komunitas sesuai 

dengan keturunan dari pihak ibu (matrilineal). 

Tanah yang dimiliki oleh seorang “mamak’ 

akan diberikan kepada keponakan laki-laki 

(kamanakan) yang terikat dengan garis 

keturunan ibu setelah ia meninggal dunia. 

Menurut pasal 33 ayat (3) dari Undang-

Undang Dasar 1945, terdapat pemahaman 

bahwa tanah memiliki arti penting untuk 

individu serta negara dengan menyatakan 

bahwa “Bumi, Air, dan sumber daya alam yang 

ada di dalamnya berada di bawah kendali 

negara dan digunakan untuk kesejahteraan 

rakyat yang sebesar-besarnya”. Aturan dalam 

pasal ini menjadi dasar filosofis untuk 

pengelolaan tanah di Indonesia, yang dalam 

konteks hukum diataur oleh Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan 

Dasar Pokok Agraria atau yang lebih dikenal 

dengan sebutan Undang-Undang Pokok 

Agraria (UUPA). Sebelum UUPA muncul, 

regulasi mengenai agraria diatur di dalam 

sistem hukum sipil, khususnya pada buku II 

yang berfokus pada barang (Zakan Recht) dan 

terdapat ketentuan tersendiri yang berupa 

Agrarische Wet 1870. Ketentuan ini jelas tidak 

memberikan kepastian hukum mengenai hak-

hak atas tanah bagi rakyat Indonesia, terutama 

berkenan dengan hak-hak masyarakat hukum 

adat yang dikenal sebagai hak ulayat. 

      Hak ulayat merupakan hak tertinggi 

yang dimiliki oleh komunitas hukum adat, 
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mencakup semua lahan dan yang termasuk 

dalam suatu kawasan tertentu. Meningkatnya 

pembangunan saat ini menyebabkan 

kecemasan, terutama di kalangan masyarakat 

hukum adat. Dalam Pasal 1 ayat (7) peraturan 

Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 

Tahun 2008 yang membahas Tanah Ulayat dan 

pemanfaatannya, dijelaskan bahwa “Tanah 

ulayat adalah area tanah warisan beserta 

sumber daya alam yang terdapat di atas dan di 

dalamnya, yang diperoleh secara turun-

temurun merupakan hak masyarakat hukum 

adat di Provinsi Sumatera Barat”. Khususnya 

salah satu kasus yang terjadi di Sumatera Barat 

adalah konflik lahan ulayat kaum yang terjadi 

di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok. 

      Menurut catatan sejarah, munculnya 

hak ulayat ini terjadi melalui pembukaan lahan 

hutan untuk pertanian, penciptaan sawah baru, 

dan pembangunan pemukiman baru. Dari hak 

ulayat ini juga dapat muncul hak individu yang 

muncul ketika seseorang secara konsisten 

berusaha untuk menguasai dan memanfaatkan 

tanah tersebut, sehingga kekuasaanya semakin 

tampak dan secara hukum, maka kekuasaan itu 

akan menguat dan hak individu akan menjadi 

lebih kokoh. Penyelesaian konflik terkait tanah 

ulayat terebut melibatkan banyak kelompok 

maupun pihak lainnya. Untuk mengatasi 

masalah ini, masyarakat memiliki metode 

tersendiri yaitu tanpa melalui proses 

pengadilan atau dengan kata lain menerapkan 

penyelesaian non litigasi. Penyelesaian non 

litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan (non-litigasi) yang mencakup 

tawar menawar atau jalan tengah untuk 

mencari solusi yang saling menguntungkan. 

Masyarakat memilih metode penyelesaian non 

litigasi salah satunya melalui Lembaga 

Kerapatan Adat Nagari (KAN). 

      Di Minangkabau,  jika masalah 

tersebut tidak bisa diatasi di tingkat  kepala 

kaum, maka akan diserahkan kepada penghulu 

suku. Jika masih belum terpecahkan, barulah 

masalah itu akan diajukan ke Kerapatan Adat 

Nagari (KAN). Selain itu, hasil dari Kerapatan 

Adat Nagari (KAN) akan  disampaikan kepada 

anak kemanakan melalui tingkatan atau 

batangga turun. Penghulu suku menyampaikan 

informasi dari kepala kaum dan seterusnya 

kepada mamak kepala waris kemudian kepada 

kemenakan dan anak-anaknya. 

      Hal itu menarik untuk dikaji dalam 

sebuah penelitian tentang bagaimana hak 

masyarakat adat  dalam menyelesaikan 

sengketa lahan ulayat. Oleh karena itu diajukan 

penelitian berjudul “Analisis Konflik Tanah 

Ulayat dan Penyelesaiannya di Nagari Koto 

Baru Kabupaten Solok”. 
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2. Kajian Pustaka  

Berdasarkan fenomena yang telah dikaji 

oleh penelitian terdahulu, terdapat kajian yang 

relevan dengan penelitian yang peneliti 

lakukan. Pertama, Rahmawati Firdaus dan 

Hasbullah Malau (2017) hal ini menunjukkan 

bahwa dalam menyelesaikan sengketa tahan 

adat di Minangkabau, khususnya di Nagari 

Anduring, Kabupaten Padang Pariaman, 

Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak 

memiliki kekuatan hukum untuk memaksa 

para pihak yang bersengketa untuk berbuat 

sesuatu. Oleh karena itu, meskipun telah ada 

penelitian sebelumnya tentang peran KAN 

dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat, 

penelitian ini tetap memiliki pendekatan dan 

wilayah kajiannya sendiri. Selanjutnya 

pemahaman menurut velly farhana Azra, Sri 

Wahyu Ananingsih, Triyono (2017) bahwa di 

Nagari Koto Baru, Kabupaten Solok, 

masyarakat adat Minangkabau menyelesaikan 

sengketa tanah di luar pengadilan. Sengketa ini 

ditangani oleh KAN dengan bantuan Badan 

Penyelesaian Perselisihan (BP3), Dengan 

demikian, para pihak yang terlibat dapat 

menghadirkan saksi dan mengklarifikasi 

praktik adat. Penyelesaian  sengketa secara 

adat masih menjadi metode yang lebih disukai, 

tetapi menghadapi tantangan struktural dan 

kultural yang perlu mendapat perhatian lebih. 

 

 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Latar Belakang Terjadinya 

Persengketaan Hak atas Tanah Ulayat 

di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok 

Indonesia adalah negara yang kaya akan 

budaya dan suku dimana setiap daerah yang 

ada di Indonesia memiliki ciri khas masing-

masing. Hal tersebut tentu berpengaruh 

terhadap kebiasaan bagi setiap masyarakat 

yang tinggal disuatu daerah atau yang biasa 

dikenal dengan hukum adat. Berdasarkan hasil 

wawancara dalam skripsi milik Dwi 

Febriyanda dengan Bapak Alfebrian, 

Sekretaris KAN Koto Baru, Kecamatan 

Kubung, Kabupaten Solok, terdapat kasus 

sengketa tanah. Sengketa ini melibatkan 

anggota marga yang sama-sama mengklaim 

hak atas tanah adat milik suku Pagancang. 

Kasus ini terjadi antara Nibras yang 

mengklaim tanah tersebut dengan Ediyal yang 

dituduh sebagai pemilik tanah tersebut. 

Sengketa ini bermula ketika Nibras meminta 

bantuan untuk menyelesaikan masalah tanah 

yang dikuasai Ediyal. Salah satu pihak tidak 

terima dengan putusan KAN, sehingga kasus 

ini tidak dapat disidangkan karena tidak ada 

satu pun pihak yang memiliki surat 

kepemilikan tanah yang sah. 
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3.2. Tanah Ulayat Menurut Hukum 

Adat di Minangkabau 

Menurut Sjahmunir (2006:202) istilah 

ulayat memiliki asal dari Bahasa Arab yang 

berarti dengan “dikelola dan diawasi”. Dengan 

pengertian ini, Sjahmunir menegaskan bahwa 

hak ulayat adalah suatu kekuasaan untuk 

mengelola, mengatur dan juga mengawasi. 

Sementara itu, Warman (2006:57) berpendapat 

bahwa secara sosiologis, istilah ulayat dalam 

konteks masyarakat Minangkabau digunakan 

untuk merujuk pada kepemilikan tanah, baik 

secara individu maupun kolektif. Meskipun 

hak ulayat di dalam Hukum Adat 

Minangkabau mencakup seluruh sumber daya 

alam yang ada di atas maupun di dalam tanah, 

istilah “tanah” tetap menjadi yang paling 

umum dipakai. Istilah “tanah” seolah-oalah 

dijadikan simbol untuk seluruh sumber daya 

agraria yang terdapat dalam komunitas hukum 

adat tersebut (Warman, 2008:189). 

 

3.3. Kedudukan dan Kewenangan 

Masyarakat Hukum Adat 

Terhadap Tanah Ulayatnya 

Menunjukkan bahwa masyarakat hukum 

adat memiliki peranan yang sangat penting 

dalam pengelolaam dan aturan tanah ulayat. 

Peranan ini muncul dari pengakuan terhadap 

keberadaan masyarakat adat sebagai etnitas 

hukum yang memiliki hak penuh atas tanah 

ulayatnya. Dalam praktik nyata, hak 

masyarakat hukum adat sering kali 

diimplementasikan  melalui lembaga adat 

seperti kerapatan adat atau ninik mamak yang 

berfungsi untuk menjaga tatanan pemanfaatan 

tanah ulayat agar tetap berlandaskan prinsip 

musyawarah, keadilan, dan keberlanjutan. 

Posisi masyarakat hukum adat seharusnya 

mendapatkan pengakuan dan perlindungan 

hukum yang kuat dari negara, sesuai dengan 

amanat yang tertuang  dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan yang 

mengakui keberadaan masyarakat adat dan 

hak-haknya atas tanah ulayat. 

 

3.4. Faktor Penyebab Terjadinya 

Sengketa 

Terdapat beberapa  faktor penyebab 

munculnya sengketa  yang terjadi di nagari-

nagari sebelumya sebagaimana akan 

dijelaskan pada berikut ini: 

1. Proses musyawarah sengketa yang 

tidak transparan. Pada fase awal 

pelaksanaan kolaborasi dalam 

penggunaan tanah ulayat, penyerahan 

tanah ulayat tersebut dilakukan oleh 

pemerintah daerah setempat kepada 

investor setelah sebelumnya 

diserahkan oleh ninik mamak. 

Sementara itu, masyarakat nagari tidak 

diberitahu dan bahkan tidak dilibatkan 

saat proses penyerahan berlangsung, 

sehingga timbul kesan bahwa investor 
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hanya berinteraksi dengan Pemerintah 

Daerah dan seakan-akan Pemerintah 

daerah adalah pemilik sah dari tanah 

ulayat tersebut. 

2. Proses musyawarah sengketa yang 

tidak transparan Pada fase awal 

pelaksanaan kolaborasi dalam 

penggunaan tanah ulayat, penyerahan 

tanah ulayat tersebut dilakukan oleh 

pemerintah daerah setempat kepada 

investor setelah sebelumnya 

diserahkan oleh ninik mamak. 

Sementara itu, masyarakat nagari tidak 

diberitahu dan bahkan tidak dilibatkan 

saat proses penyerahan berlangsung, 

sehingga timbul kesan bahwa investor 

hanya berinteraksi dengan Pemerintah 

Daerah dan seakan-akan Pemerintah 

daerah adalah pemilik sah dari tanah 

ulayat tersebut. 

3. Ketidakjelasan batas wilayah tanah 

ulayat. Perselisihan kerap terjadi 

karema tidak terdapat batasan yang 

tegas dan tercatat di antara area tanah 

ulayat yang berbeda. Ketidakakuratan 

dalam pemetaan serta keterbatasan 

informasi administratif mengenai 

pertanahan menyebabkan adanya 

tumpang tindih dalam kepemilikan, 

baik di antara kelompok masyarakat 

adat maupun dengan pihak-pihak 

eksternal seperti investor atau 

pemerintah daerah. 

4. Lemahnya perlindungan hukum 

terhadap tanah ulayat. Peraturan 

hukum yang berlaku di Indonesia 

belum sepenuhnya memberikan 

jaminan yang kuat terhadap 

keberadaan dan hak-hak masyarakat 

adat atas tanah ulayat. Hal ini 

menyebabkan bahwa sering kali 

pengalihan atau pemanfaatan tanah 

ulayat oleh pihak ketiga sering terjadi 

tanpa mengikuti prosedur adat yang 

berlaku atau persetujuan dari 

masyarakat adat. 

 

3.5. Pola Penyelesaian Sengketa Tanah 

Ulayat 

Masyarakat adat biasanya menyelesaikan 

masalah dengan cara-cara yang mengikuti adat 

istiadat mereka, yang telah diwariskan turun-

temurun. Mereka melakukannya melalui 

dengan cara negosiasi, musyawarah dan 

mediasi dengan menggunakan nama-nama 

yang berbeda untuk metode-metode ini 

tergantung pada daerahnya.Orang-orang yang 

terlibat dalam konflik bertemu dengan para 

pemimpin adat, tokoh agama, atau pejabat desa 

untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Solusinya diterima oleh kedua belah pihak dan 

dilaksanakan bersama-sama. Jika salah satu 

pihak melanggar kesepakatan, mereka akan 
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menghadapi hukuman adat sesuai dengan yang 

disepakati.  

Menurut Goodfaster (2001:44), negosiasi 

merupakan suatu usaha untuk mencapai 

kesepakatan dengan pihak lain, ini merupakan 

sebuah interaksi dan komunikasi yang bersifat 

dinamis serta beragam, bisa lembut dan penuh 

nuansa, sejalan dengan sifat manusia itu 

sendiri. Negosiasi tidak selalu berujung pada 

kesepakatan dan mungkin saja mengalami 

kebuntuan. Hal ini dapat terjadi ketika kedua 

belah pihak tetap pada posisi tawar masing-

masing sambil menjaga sikap kompetitif. 

Demikian juga dengan mediasi, menurut 

Goodfaster (1993:201), mediasi adalah proses 

negosiasi dalam penyelesaian masalah di mana 

pihak ketiga yang netral dan tidak memihak 

berperan untuk membantu pihak-pihak yang 

bersengketa agar mereka dapat mencapai 

kesepakatan yang memuaskan. Usaha 

pencegahan konflik lahan ulayat oleh 

Kerapatan Adat Nagari Koto Baru yang diatur 

dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1979 

tentang pemerintahan desa yang, di mana 

Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga 

yang dibentuk oleh Niniak Mamak dan 

diwariskan secara turun-temurun, berfungsi 

untuk melestarikan  adat serta menyelesaikan 

perselisihan mengenai sako dan pusako dalam 

Nagari. 

Selain musyawarah yang tidak 

dilaksanakan secara adil dan transparan, faktor 

lain yang menyebabkan terjadinya sengketa 

tanah ulayat adalah ketidakjelasan mengenai 

batas wilayah dan status hukum tanah. Di 

beberapa situasi, batas-batas tanah adat tidak 

pernah ditentukan secara resmi atau dipetakan, 

yang menyebabkan adanya kemungkinan 

klaim sepihak oleh pihak-pihak dari individu 

yang merasa memiliki keterikatan genealogis 

dengan tanah tersebut. Situasi ini semakin 

diperparah oleh kurangnya dokumentasi atau 

bukti tertulis yang menjelaskan asal-usul 

kepemilikan tanah dalam konteks adat, serta 

tidak adanya pengakuan hukum yang jelas dari 

negara terhadap status tanah ulayat tersebut. 

 

4. Kesimpulan  

Konflik mengenai tanah ulayat di Nagari 

Koto Baru, Kabupaten Solok, menggambarkan 

kerumitan antara sistem hukum yang bersifat 

adat dan hukum yang berlaku di negara ini. 

Perselisihan yang terjadi biasanya disebabkan 

oleh faktor internal seperti kurangnya 

kejelasan dalam batas-batas wilayah tanah 

ulayat, proses musyawarah yang tidak terbuka, 

serta lemahnya perlindungan hukum bagi hak-

hak masyarakat adat. Dalam tradisi 

Minangkabau, kepemilikan tanah ulayat 

diwariskan secara matrilineal dan dikelola oleh 

komunitas adat melalui struktur adat yang 

kokoh. Penyelesaian masalah lebih sering 

dilakukan melalui metode non-litigasi, seperti 

musyawarah dan mediasi yang melibatkan 
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lembaga adat seperti Kerapat Adat Nagari 

(KAN). Meskipun penyelesaian secara adat 

masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat, 

tetap ada tantangan yang muncul akibat 

keterbatasan dalam legalitas dan pengakuan 

formal tanah ulayat oleh negara. Dengan 

demikian, penguatan perlindungan hukum 

serta pengakuan terhadap masyarakat hukum 

adat sangat penting untuk mencegah dan 

menyelesaikan konflik serupa di masa 

mendatang. 
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